PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN DENGAN JAMINAN SK PENSIUN

STUDI KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN 








1. Kaidah-kaidah muamalah maliyah terhubung dengan masalah-masalah 
kontemporer perbankan saat ini, sehingga memerlukan permunian pemahaman 
dalam aspek pemikiran dan penafsiran serta pembaharuan pada aspek penguasa 
teknologi informasi. Pada kalangan praktis hukum perbankan syariah, 
persoalan dualism pemahaman ini, menjadi momok yang dihadapin dan sudah 
seharusnya untuk semakin memperbaiki diri. Artinya, ketika mereka masuk 
dan bekerja di bank syariah, yang pertama dilakukan adalah belajar Islam, 
belajar muamalah. Hal tersebut dilakukan, sebagai wujud kegelisahan diri dan 
ummat, bahwa antara bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, tidak 
ada perbedaannya pada aspek operasionalnya Salah satu kegiatan operasional 
perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat 
membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian 
mengenain pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan 
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil 
dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam 
bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, 
transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’, 
transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-




berdasarkanpersetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit 
usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau 
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Syariah Pembiayaan Syariah 
merupakan pembiayaan yang menerapkan system dan prinsip syariah. Dalam 
menjalankan system syariah tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi 
akan menggunakan system bagi hasil dalam memberikan keuntungan para 
nasabahnya pada umumnya produk-produk bank syariah terdiri dari tabungan 
syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan syariah atau pinjaman 
syariah dan giro syariah. Pembiayaan pensiun ini diberikan kepada para 
pensiunan PNS, Pejabat Negara, Hakim, TNI, dan POLRI, dan pensiunan 
BUMN/BUMD yang manfaat dana pensiunannya dikelola oleh PT Taspen dan 
memiliki manfaat pensiunan bulanan dan telah menerima SK pensiun, yang 
didasari oleh perjanjian kerja sama antara Bank Syariah Indonesia dengan PT 
Taspen. 
3. Konsep pemberian kredit pada Bannk Konvensional dengan Bank Syariah 
mempunyai perbedaan, antara lain meliputi aspek akad atau perjanjian antara 
bank dengan nasabah, pemberian balas jasa, oleh nasabah kepada pihak bank, 
hubungan bank dengan nasabah. Pada sistem pemberian kredit bank 
konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debiturnya 
berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur, dengan prosentase 




kepada pihak bank. Berdasarkan berbagai uraian di atas, terdapat perbedaan 
antara sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank 
syariah. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian, 
pembagian keuntungan, dan besarnya prosentase dana yang harus 
dikembalikan oleh debiturnya. Namun, tidak semua orang mempunyai 
pengetahuan yang sama tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank 
syariah, sehingga mereka menganggap bahwa antara bank konvensional dan 
bank syariah adalah sama. Untuk meluruskan mengenai persepsi tersebut, 
maka perlu adanya analisis mengenai sistem pemberian  kredit bank 
konvensional dan pembiayaan bank syariah, terutama yang terkait dengan 
pemberian kredit maupun pembiayaan pada UMKM. Oleh karena itu, dengan 
demikian diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan 
masyarakat tentang bank konvensional dan bank syariah.  
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemberian kredit pensiunan dengan 
jaminan SK pensiun studi kajian hukum positif dan hukum Islam yang telah 
dipaparkan oleh peneliti, maka saran diberikan penulis pada penelitin ini, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pihak bank konvensional dan bank syariah seharus banyak melakukan kegiatan 
bersifat sosialisasi dan mengenalkan produk kerdit dan pembiayaan murabahah 
kepada mayarakat luas. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan 
masyarakat terhadap kredit dan pembiayaan murabahah bank konvensional dan 




kedua bank tersebut. Presepsi ini berupa tahapan prosedur dalam melakukan 
pengajuan pinjaman berupa uang ataupun berupa pembiayaan jual-beli, serta 
mekanisme pembayaran angsuran atas pemberian kredit murabahah. 
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan pemberian 
kredit bank konvensional dan bank syariah dengan produk-produk lainnya pada 
bank syariah seperti murabahah dan musyarakah, sehingga dapat memberikan 
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